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This thesis research analyzes how criminal law functions in dealing
with sexual violence cases in Indonesia, a widespread and complex
problem that has a significant impact on various age groups and
genders. The background of this research is based on the fact that
sexual violence is widespread, which includes multiple forms such
as rape, molestation, sexual harassment, sexual exploitation, and
electronic sexual violence. All of these types of violence harm
victims physically, psychologically, emotionally, socially, and
economically. This research investigates the obstacles in the
implementation of the law, especially the role of law enforcement
officers, even though Indonesia has passed the TPKS Law. Using a
normative, empirical legal research methodology, this research
collects primary data through in-depth interviews with legal
practitioners and law enforcement officers. In addition, secondary
data is collected through Kommnas Perempuan statistics, books,
literature, journals and the TPKS Law. The data analysis looks at
how victims interact with the legal system. This reveals law
enforcement's problems, such as lack of resources, poor training,
and social stigma against victims. In addition, this research
assesses how practical various approaches, such as the debate on
chemical castration punishment, are by considering the aspects of
effectiveness and human rights. The main findings of this study
include the recognition of challenges to the law enforcement
process, the effects of sexual violence on victims, and an analysis of
the performance of various approaches to handling cases. The
purpose of this study is to provide comprehensive policy
recommendations to improve the performance of the Indonesian
criminal justice system in dealing with sexual violence, including
increasing the capacity of law enforcement, providing better
support for victims, and socio-cultural changes to address the root
causes of sexual violence. The study also considers the victimology
perspective in understanding the impact of sexual violence and
formulating prevention and interruption strategies.
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Penelitian tesis ini menganalisis bagaimana undang-undang
pidana berfungsi dalam menangani kasus kekerasan
seksual di Indonesia, sebuah masalah yang meluas dan
kompleks yang berdampak besar pada berbagai kelompok
usia dan gender. Latar belakang penelitian ini didasarkan
pada fakta bahwa kekerasan seksual sangat umum, yang
mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan,
pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan
kekerasan seksual berbasis elektronik. Semua jenis
kekerasan ini berdampak buruk pada korban secara fisik,
psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini
menyelidiki hambatan dalam pelaksanaan undang-undang
tersebut, khususnya peran aparat penegak hukum,
meskipun Indonesia telah mengesahkan UU TPKS. Dengan
menggunakan metodologi penelitian hukum empiris
normatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui
wawancara mendalam dengan praktisi hukum, dan
penegak hukum. Selain itu, data sekunder dikumpulkan
melalui statistik Komnas Perempuan, buku, literatur, jurnal
dan UU TPKS. Analisis data melihat bagaimana korban
berinteraksi dengan sistem hukum. Ini mengungkap
masalah yang dihadapi penegak hukum, seperti
kekurangan sumber daya, pelatihan yang buruk, dan stigma
sosial terhadap korban. Selain itu, penelitian ini menilai
seberapa efektif berbagai pendekatan, seperti perdebatan
tentang hukuman kebiri kimia, dengan mempertimbangkan
aspek efektif dan hak asasi manusia. Penemuan utama
penelitian ini meliputi pengenalan tantangan bagi proses
penegakan hukum, efek kekerasan seksual terhadap
korban, dan analisis kinerja berbagai pendekatan untuk
menangani kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif
untuk meningkatkan kinerja sistem hukum pidana
Indonesia dalam menangani kekerasan seksual, termasuk
meningkatkan kapasitas penegak hukum, memberikan
dukungan yang lebih baik bagi korban, dan perubahan
sosial budaya untuk mengatasi akar masalah kekerasan
seksual. Penelitian juga mempertimbangkan perspektif
viktimologi dalam memahami dampak kekerasan seksual
dan merumuskan strategi pencegahan dan interupsi.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah yang umum dan menyebar luas,
memengaruhi siapa pun tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka.
Pelecehan sering masuk ke lingkungan sehari-hari seperti keluarga, pendidikan,
komunitas, profesional, dan sosial. Individu yang rentan seringkali dilecehkan.
Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kekerasan terhadap perempuan,
perempuan secara keseluruhan menjadi lebih takut. Sistem nilai masyarakat yang
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menganggap perempuan lebih rendah dan lemah daripada laki-laki adalah sumber
banyak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Banyak orang terus
menganggap perempuan sebagai objek yang dikontrol, dieksploitasi, dan dikuasai
oleh laki-laki.

Laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, meskipun seringkali
dikaitkan dengan perempuan sebagai korban. Laporan Studi Kuantitatif Barometer
Kesetaraan Gender yang dirilis pada tahun 2020 oleh Indonesia Judicial Research
Society (IJRS) dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)
menunjukkan bahwa 33% laki-laki mengalami kekerasan seksual, terutama
pelecehan seksual. Satu dari sepuluh laki-laki pernah mengalami pelecehan di
tempat umum, menurut survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman
(KRPA), yang melibatkan 62.224 orang. Menurut data dari Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi
korban kekerasan seksual pada tahun 2018. 1

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2023 menunjukkan 15.120 kasus
kekerasan terhadap anak, dengan 4.691 korban laki-laki. Ini menunjukkan bahwa,
meskipun kekerasan terhadap perempuan mendominasi, kekerasan terhadap anak
laki-laki juga merupakan masalah yang penting dan memerlukan perhatian serius.
Dari semua kasus yang dilaporkan, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang
paling banyak dilaporkan, yang menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih besar
untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki.
Kemen PPPA juga melaporkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online
(KBGO), di mana anak laki-laki juga menjadi korban. Cyberbullying dan eksploitasi
seksual, contoh kejahatan online yang mengintai anak, menjadi perhatian utama,
terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan anak-
anak. Perlindungan anak laki- laki dari kekerasan, baik di internet maupun di
luring, harus diatasi secara menyeluruh dalam konteks ini. 2

Untuk menangani kekerasan terhadap anak, termasuk anak laki-laki, pemerintah
Indonesia telah meluncurkan berbagai program yang melibatkan berbagai sektor.
Salah satu program yang paling menonjol adalah Layanan Sahabat Perempuan dan
Anak (SAPA) 129, yang menyediakan saluran pengaduan bagi korban kekerasan,
termasuk anak laki-laki. Korban diharapkan mendapatkan bantuan dan dukungan
melalui layanan ini. Kemen PPPA juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan
organisasi masyarakat untuk mengembangkan program yang fokus pada
pencegahan kekerasan. Program- program ini termasuk meningkatkan kesadaran
orang tua dan pengasuh tentang pentingnya melindungi anak laki-laki dari
kekerasan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukan dan
melaporkan kekerasan. Dengan data dan upaya ini, Kemen PPPA berkomitmen
untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak laki-laki, mendapatkan
perlindungan yang layak dari segala bentuk kekerasan. Upaya ini diharapkan dapat
menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan anak-
anak di Indonesia.

Data terbaru dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 289.111 kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan dilaporkan pada tahun 2023, penurunan
sebesar 12%, atau 55.920 kasus, dibandingkan tahun 2022. Namun, angka ini tetap
menunjukkan prevalensi kekerasan seksual yang tinggi di masyarakat Indonesia.
Data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan yang diterima oleh
lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sumber-sumber ini
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menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan lebih
mungkin. 3

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan seksual,
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), keberhasilan dan
pelaksanaannya sering dipertanyakan. Banyak kasus belum diselesaikan, dan
korban sering menghadapi berbagai kesulitan selama proses hukum. Laporan
Komnas Perempuan menunjukkan bahwa karakteristik korban dan pelaku
menunjukkan bahwa korban sering kali lebih muda dan memiliki tingkat
pendidikan yang lebih rendah daripada pelaku, yang menunjukkan ketimpangan
dalam relasi kekuasaan.

Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran yang signifikan dalam
mengurangi kemungkinan korban kekerasan seksual untuk melaporkan. Banyak
korban menahan diri untuk tidak meminta keadilan karena stigma sosial, rasa malu,
dan ketakutan akan pembalasan pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa banyak
perempuan yang mengalami kekerasan seksual menahan diri untuk tidak
melaporkan kasus mereka karena khawatir akan stigmatisasi dan penolakan
masyarakat. Ini memperburuk keadaan karena pelaku tidak menerima hukuman
yang setimpal dan korban tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada aparat penegak hukum
yang terlatih dan sensitif terhadap masalah kekerasan seksual; namun, laporan
menunjukkan bahwa banyak aparat kurang terlatih dalam menangani kasus-kasus
ini. Hampir 30% penegak hukum menerima pelatihan khusus dalam menangani
kasus kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan penanganan yang tidak
memadai dan ketidakadilan bagi korban.

Kekerasan seksual juga memiliki efek psikologis yang signifikan, yang
menyebabkan trauma jangka panjang pada banyak korban. Sistem hukum saat ini
sering kali tidak membantu korban trauma untuk pulih, yang dapat menghambat
pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Selain itu, ada perbedaan yang jelas antara
praktik penegakan hukum di lapangan dan hukum yang ditulis. Hanya sepuluh
persen kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibawa ke pengadilan, dan hanya
lima persen dari kasus tersebut berakhir dengan hukuman penjara yang berat.

Media juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik
tentang kekerasan seksual. Namun, pemberitaan media seringkali tidak sensitif dan
dapat memperburuk stigma terhadap korban, yang dapat menghalangi korban
untuk melaporkan dan mencari keadilan. Baik pemerintah maupun organisasi non-
pemerintah telah berusaha memperbaiki kondisi ini melalui berbagai program dan
reformasi hukum. Meskipun evaluasi dan pengawasan terus diperlukan untuk
memastikan pelaksanaannya, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 merupakan langkah penting ke arah
yang benar. Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis
elektronik (KSBE) adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang paling banyak
dilaporkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur untuk menangani
kekerasan siber.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada individu korban tetapi juga
menciptakan efek domino bagi masyarakat luas. Dengan meningkatnya jumlah
kasus yang dilaporkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem
hukum pidana dapat berfungsi secara efektif untuk melindungi korban dan
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menanggulangi pelaku. Kasus-kasus ini sering kali tidak hanya melibatkan
pelanggaran hukum tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih
kompleks, termasuk stigma terhadap korban, kurangnya dukungan psikologis,
serta ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak korban.

Dalam memahami fenomena kekerasan seksual, pendekatan kriminologi menjadi
sangat relevan. Kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kriminal itu sendiri
tetapi juga faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan
serta dampak sosial dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, viktimologi fokus pada
pengalaman korban dan bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan mereka. Dengan memahami trauma yang dialami oleh korban dan
kondisi sosial-ekonomi yang meningkatkan kerentanan mereka, kita dapat
merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif.4

Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi
korban kekerasan seksual. Identitas korban sering kali harus dirahasiakan untuk
melindungi mereka dari stigma sosial dan trauma lebih lanjut. Oleh karena itu,
penting bagi undang-undang untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga
memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara penuh. Proses peradilan
harus dapat memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan mendapatkan
keadilan tanpa rasa takut akan reaksi negatif dari masyarakat.5

Menurut analisis di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang
dapat meningkatkan kinerja hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual.
Saran-saran ini termasuk pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum,
peningkatan bantuan kepada korban, dan reformasi kebijakan yang lebih
komprehensif untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak
yang terlibat. Akibatnya, diharapkan penelitian ini akan membantu memperbaiki
sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan
seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang
bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk lebih melindungi hak-hak korban
dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh korban
serta efektivitas sistem hukum saat ini, penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan
kasus kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan serta pemulihan bagi
para korban di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk
menganalisis efektivitas hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual
di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada pengalaman korban dan interaksi
mereka dengan sistem hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan
pemahaman mendalam tentang fenomena kekerasan seksual dan bagaimana sistem
hukum berfungsi dalam menangani kasus tersebut.
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Jenis dan Sumber Data

Jenis Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

sekunder.

a. Data Primer: Wawancara dengan korban kekerasan seksual, aparat penegak
hukum, dan praktisi hukum.

b. Data Sekunder : UU No. 12 Tahun 2022, Statistik tahunan Komnas Perempuan,
Putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual.

Sumber Data: Sumber data diperoleh dari lembaga pemerintah, organisasi non-
pemerintah (NGO), serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:
a. Wawancara Mendalam
Mengadakan wawancara dengan korban kekerasan seksual dan aparat penegak
hukum untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman mereka.
b. Studi Dokumentasi
Mengumpulkan serta menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan
penanganan kasus kekerasan seksual.
c. Observasi
Melakukan pengamatan langsung terhadap proses penanganan kasus di
lembaga-lembaga terkait.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengkodean Data: Mengidentifikasi tema-tema utama dari data wawancara dan
dokumen.

b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan dengan
rumusan masalah.

c. Interpretasi: Menafsirkan data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas
hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan antara Hukum dan Praktik Penegakan Hukum

Kesenjangan antara hukum dan praktik penegakan hukum merujuk pada
perbedaan antara norma-norma hukum yang tertulis dan cara penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup situasi di mana undang-undang tidak
diterapkan secara konsisten, atau di mana aparat penegak hukum bertindak dengan
cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Studi Kasus: Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesenjangan antara hukum dan

praktik penegakan hukumnya, berikut adalah beberapa studi kasus:

a. Kasus Korupsi Pejabat Publik

Dalam sebuah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia pada
tahun 2020, terungkap bahwa meskipun bukti-bukti kuat ada, proses
penyidikan berjalan lambat karena adanya intervensi politik dari pihak-pihak
tertentu yang berusaha melindungi pelaku. Kasus ini menunjukkan bagaimana
kekuasaan dapat memengaruhi proses peradilan dan menciptakan
ketidakadilan bagi masyarakat.
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Contoh lain adalah kasus korupsi dana bantuan sosial selama pandemi COVID-
19 di mana beberapa pejabat pemerintah terlibat namun hanya sedikit dari
mereka yang dihukum berat. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan berbeda
berdasarkan status sosial- ekonomi pelaku

b. Kasus Diskriminasi Gender
Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, terdapat perlakuan berbeda
terhadap pelaku berdasarkan gender atau status sosial mereka. Misalnya,
keputusan penyidik untuk tidak menahan seorang perempuan tersangka
pembunuhan karena alasan memiliki anak balita menunjukkan adanya standar
ganda dalam penerapan hukum. Ini menciptakan persepsi bahwa perempuan
dari kalangan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan
dengan perempuan lainnya.
Kasus lain adalah ketika seorang korban pelecehan seksual justru
dipersalahkan oleh aparat kepolisian karena cara berpakaian atau perilaku
sebelumnya . Ini menunjukkan adanya bias gender dalam sistem peradilan kita.

€. Kasus Kanjuruhan
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, di mana 135 orang tewas
akibat desak-desakan setelah pertandingan sepak bola, juga mencerminkan
ketidakadilan dalam penegakan hukum. Investigasi menunjukkan bahwa
polisi bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata yang memicu
kerusuhan, namun vonis hakim yang membebaskan dua polisi tidak
memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Banyak kejanggalan dalam
proses peradilan terungkap, termasuk intimidasi terhadap saksi dan minimnya
keterlibatan keluarga korban dalam persidangan.

d. Kasus Nenek Asyani
Kasus nenek Asyani, seorang wanita berusia 92 tahun yang divonis satu bulan
penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya, juga menjadi contoh
nyata ketidakadilan hukum. Meskipun saksi-saksi tidak melihat nenek tersebut
menanam pohon itu, ia tetap dijatuhi hukuman berat. Kasus ini menunjukkan
bagaimana hukum sering kali diterapkan secara tidak adil terhadap individu
yang kurang mampu.46

e. Kasus Pencurian Sandal
Kasus pencurian sandal oleh seorang pria miskin yang dihukum berat juga
mencerminkan ketidakadilan sistemik. Sementara itu, pelaku- pelaku kejahatan
besar seperti korupsi sering kali mendapatkan hukuman ringan atau bahkan
bebas dari tuntutan hukum. Ini menciptakan kesan bahwa hukum lebih keras
terhadap rakyat kecil dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan
atau sumber daya.

f. Kasus Kakek Pemungut Sisa Getah
Kasus kakek pemungut sisa getah yang ditangkap dan dihukum berat
menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum sering kali tidak
mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dari pelanggaran yang
dilakukan. Sementara pelanggaran kecil oleh orang miskin mendapatkan
perhatian serius dari aparat, pelanggaran besar oleh orang kaya sering kali
diabaikan

Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang
dapat menimbulkan dampak mendalam bagi korban. Di Indonesia, stigma sosial
yang melekat pada kekerasan seksual sering kali menjadi penghalang utama bagi
korban untuk melapor. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu
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untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, tetapi juga menciptakan
lingkungan yang tidak mendukung bagi mereka yang berani berbicara. Artikel ini
akan membahas secara rinci tentang stigma sosial terhadap korban kekerasan
seksual, bagaimana stigma ini terbentuk, serta dampaknya terhadap pelaporan
kasus kekerasan seksual. Adapun Upaya Mengatasi Stigma Sosial diantaranya:

a. Edukasi Masyarakat
Salah satu langkah penting untuk mengatasi stigma sosial adalah melalui
edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampaknya. Kampanye
kesadaran publik dapat membantu mengubah pandangan masyarakat
mengenai kekerasan seksual dan memberikan informasi akurat tentang hak-
hak korban.

Kampanye yang dirancang untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai
kekerasan seksual dapat membantu menghilangkan stereotip negatif.
Misalnya, program-program edukasi di sekolah, tempat kerja, dan komunitas
dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak korban serta pentingnya
melaporkan kekerasan.

Edukasi juga harus mencakup upaya untuk mengubah nilai-nilai budaya
patriarki yang merugikan, yang sering kali memperburuk stigma terhadap
korban.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini, diharapkan
akan ada lebih banyak dukungan bagi korban untuk melapor.

b. Dukungan Psikologis
Menyediakan dukungan psikologis bagi korban juga merupakan langkah
penting dalam mengatasi dampak stigma sosial. Program- program konseling
dan kelompok dukungan dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk
berbagi pengalaman mereka dan membangun kembali kepercayaan diri. Sesi
konseling bertujuan untuk mengatasi trauma, mengurangi stigma, dan
membangun dukungan keluarga yang kuat.

Intervensi psikososial dapat membantu mengurangi rasa cemas dan depresi
yang dialami korban dengan memberikan rasa aman dan dukungan sosial dari
orang-orang terdekat

Dengan mendapatkan dukungan emosional yang tepat, diharapkan korban
dapat lebih mudah menghadapi stigma dan merasa didukung dalam proses
pemulihan mereka.

C. Reformasi Kebijakan
Reformasi kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum
mendukung korban kekerasan seksual. Ini termasuk penerapan prinsip-prinsip
keadilan restoratif dalam proses peradilan serta perlindungan hukum bagi
saksi dan korban.

Dengan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan
korban, diharapkan akan ada peningkatan jumlah pelaporan kasus-kasus
kekerasan seksual.

d. Program "SEMAI HARAPAN"
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada korban
melalui berbagai inisiatif:
1) Pusat Konseling Keluarga & Korban: Menyediakan layanan konseling
individual dan keluarga bagi korban kekerasan seksual.
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2) Kelompok Teman Sebaya: Membentuk kelompok pendukung di lingkungan
sekolah atau kampus untuk memberikan dukungan emosional kepada
korban.

3) Layanan Konseling Sekolah/Kampus: Menyediakan layanan konseling di
sekolah atau kampus untuk membantu korban mendapatkan dukungan
yang mereka butuhkan.

e. Gerakan Masyarakat Peduli
Masyarakat perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan mendukung
korban. Membentuk kelompk relawan dari masyarakat sekitar yang peduli
terhadap isu kekerasan seksual. Mengadakan kampanye di lingkungan
masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap korban dan mendidik
masyarakat tentang kekerasan seksual.

4) Program "VOICE UP"
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah
bagi korban melalui peningkatan edukasi masyarakat, perbaikan sistem
hukum, serta layanan pendampingan yang komprehensif.
Meluncurkan kampanye masif di media sosial dengan konten edukasi menarik
untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap korban kekerasan
seksual.

Mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan layanan komprehensif
bagi korban serta menjaga kerahasiaan mereka.

5) Kampanye Anti Patriarki
Melakukan kampanye media untuk mengubah nilai-nilai budaya patriarki
yang merugikan korban kekerasan seksual. Mengadakan seminar untuk
membangun perspektif gender yang setara dan menghilangkan bias gender di
masyarakat. Menerbitkan buku panduan tentang kesetaraan gender dan anti-
kekerasan seksual.

Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum yang efektif adalah salah satu pilar penting dalam menjaga
keadilan dan ketertiban di masyarakat. Namun, di Indonesia, banyak tantangan
yang dihadapi dalam penegakan hukum, salah satunya adalah kurangnya sumber
daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan ini berdampak
negatif pada kualitas penegakan hukum, yang pada gilirannya memengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Artikel ini akan membahas
secara rinci mengenai kekurangan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak
hukum, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.%
Adapun dampak Kekurangan Sumber Daya

a. Penurunan Kualitas Penegakan Hukum
Kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan bagi aparat penegak hukum
berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia. Banyak
kasus tidak ditangani dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang
prosedur atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan
keputusan yang tidak adil atau bahkan pembebasan pelaku kejahatan akibat
kesalahan prosedural.

Sebuah studi oleh Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa kurangnya
pelatihan bagi petugas kepolisian sering kali mengakibatkan kesalahan dalam
pengumpulan bukti atau penyidikan kasus. Ini menciptakan situasi di mana
keadilan tidak tercapai, terutama bagi korban kekerasan seksual.
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b. Meningkatkan Korupsi

Keterbatasan sumber daya juga dapat meningkatkan risiko korupsi di kalangan
aparat penegak hukum. Ketika aparat merasa tertekan karena beban kerja yang
tinggi dan kurangnya dukungan, mereka mungkin tergoda untuk mengambil
jalan pintas atau menerima suap sebagai cara untuk memenuhi tuntutan
pekerjaan . Penelitian oleh Budi Handayono (2020) menunjukkan bahwa
korupsi di kalangan lembaga penegak hukum sering kali disebabkan oleh
tekanan internal dan eksternal serta kekurangan insentif untuk bertindak
secara etis.

Korupsi ini tidak hanya merugikan sistem peradilan tetapi juga menciptakan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut. Ketika
masyarakat merasa bahwa sistem peradilan dipengaruhi oleh praktik korupsi,
mereka cenderung enggan untuk melapor jika mengalami pelanggaran.

C. Impunity bagi Pelaku Kejahatan
Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani kasus dengan
efektif sering kali mengarah pada impunitas bagi pelaku kejahatan. Hal ini
menciptakan lingkungan di mana pelanggar merasa aman dari konsekuensi
tindakan mereka.

d. Ketidakpuasan Masyarakat
Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil keputusan aparat penegak hukum
semakin meningkat ketika mereka merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan
secara konsisten. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan masyarakat
enggan melapor atau mencari bantuan dari aparat penegak hukum.

Hambatan dalam Akses Layanan bagi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia
yang paling mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun telah ada
berbagai kebijakan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi korban
kekerasan seksual, akses layanan bagi korban sering kali terhambat oleh berbagai
faktor. Hal ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan bantuan yang
mereka butuhkan, sehingga memperburuk dampak dari kekerasan yang mereka
alami. Hambatan dalam akses layanan bagi korban kekerasan seksual dapat dibagi
menjadi beberapa kategori, termasuk:

Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu hambatan utama dalam akses layanan adalah keterbatasan sumber daya
yang tersedia untuk menangani kasus kekerasan seksual. Banyak lembaga yang
menyediakan layanan bagi korban, seperti pusat krisis dan rumah aman, tidak
memiliki anggaran yang cukup untuk beroperasi secara optimal. Menurut
penelitian oleh Sari et al. (2024), banyak pusat layanan di daerah terpencil
kekurangan fasilitas dan tenaga medis yang terlatih untuk menangani kasus
kekerasan seksual.

Keterbatasan ini sering kali diperparah oleh kurangnya dukungan dari pemerintah
daerah dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Sebagai contoh, Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di beberapa daerah tidak
memiliki cukup staf untuk menangani jumlah kasus yang masuk, sehingga
pelayanan menjadi terhambat.

a. Kurangnya Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Penegak Hukum

b. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

C. Proses Hukum yang Rumit dan Berlarut-larut

1259



Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 6, Issue 2, December 2024: 1250-1266

d. Intimidasi dan Ancaman dari Pelaku
e. Ketidakpahaman Masyarakat tentang Hak-hak Korban

Evaluasi Efektivitas Program dan Kebijakan dalam Penanganan Kekerasan
Seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh masyarakat
di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah
Indonesia telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan untuk
menangani kekerasan seksual, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No.
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun ada
upaya yang dilakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan
dan efektivitas program yang ada.

1. Kebijakan dan Program Penanganan Kekerasan Seksual

a. Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia
meliputi berbagai langkah strategis yang dirumuskan untuk memberikan
perlindungan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku.
Salah satu kebijakan utama adalah UU TPKS, yang memberikan kerangka
hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk
pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. UU TPKS juga
mencakup ketentuan mengenai perlindungan korban, pendidikan publik
tentang kekerasan seksual, serta pembentukan lembaga-lembaga yang
bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun,
meskipun kebijakan ini sudah ada, implementasinya sering kali terhambat
oleh berbagai faktor.

b. Program Penanganan
Beberapa program yang telah diluncurkan untuk menangani kekerasan
seksual antara lain:

1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A):
P2TP2A merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyediakan
dukungan komprehensif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan.

2) Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye kesadaran publik adalah inisiatif
yang dirancang untuk mendidik masyarakat mengenai isu- isu tertentu,
dalam hal ini kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk mengubah
perilaku dan sikap masyarakat terhadap isu tersebut serta mendorong
mereka untuk mendukung korban.

3) Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum: Pelatihan ini mencakup
pendidikan tentang prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, teknik
wawancara yang sensitif terhadap korban, serta pemahaman tentang hak-
hak korban. Dengan pelatihan ini, diharapkan aparat penegak hukum
dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada korban dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

4) Layanan Hotline dan Konsultasi

Layanan hotline adalah nomor telepon yang dapat dihubungi oleh korban
kekerasan seksual untuk mendapatkan bantuan, informasi, dan dukungan
psikologis. Layanan ini biasanya tersedia 24 jam dan dikelola oleh relawan
atau tenaga profesional yang terlatih.
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5)

Program Pendampingan Hukum

Program ini menyediakan pengacara atau konselor hukum yang akan
mendampingi korban dalam proses pelaporan, penyidikan, dan
persidangan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa hak-
hak korban dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak.
Dengan adanya pendampingan hukum, korban dapat lebih memahami
proses hukum yang mereka jalani dan merasa lebih percaya diri dalam
menghadapi situasi tersebut.

Pelatihan Kesadaran Gender

Pelatihan ini mencakup materi tentang kesetaraan gender, dampak
kekerasan seksual, serta cara-cara untuk mendukung korban. Dengan
meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender, diharapkan masyarakat
dapat lebih peka terhadap kekerasan seksual dan berperan aktif dalam
pencegahannya.

Program Rehabilitasi bagi Korban

Program ini mencakup layanan kesehatan mental, konseling psikologis,
dan terapi fisik bagi korban. Rehabilitasi sangat penting untuk membantu
korban mengatasi trauma yang dialami dan memulihkan kepercayaan diri
mereka.

Program Rehabilitasi bagKerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil
(OMS) Korban

Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) sangat penting
dalam penanganan kekerasan seksual. Banyak OMS yang fokus pada isu-
isu gender dan perlindungan perempuan dapat memberikan dukungan
tambahan kepada korban.

. Evaluasi Efektivitas Program

1)

Tingkat Partisipasi Korban

Salah satu indikator utama efektivitas program adalah tingkat partisipasi
korban dalam melapor kasus kekerasan seksual. Menurut penelitian oleh
Sari et al. (2024), meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat
tentang hak-hak korban, angka pelaporan kasus kekerasan seksual masih
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program-program telah
diluncurkan, mereka belum sepenuhnya efektif dalam mendorong korban
untuk melapor.

Kualitas Layanan

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kualitas layanan yang diberikan
oleh lembaga- lembaga seperti P2TP2A. Menurut penelitian oleh Theresia
Lidwina Mbasa (2023), banyak P2TP2A di daerah mengalami keterbatasan
sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk memberikan layanan
optimal kepada korban. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan
mereka dalam memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada
korban.

Responsivitas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas program juga dapat dilihat dari responsivitas aparat penegak
hukum terhadap laporan kasus kekerasan seksual. Penelitian oleh Juwono
(2023) menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum masih kurang
peka terhadap isu-isu gender dan sering kali memperlakukan kasus
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kekerasan seksual dengan cara yang tidak sensitif. Hal ini menciptakan
rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi hukum.

4) Tingkat Kepuasan Korban
Tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang mereka terima juga
merupakan indikator penting dari efektivitas program. Penilaian ini dapat
dilakukan melalui survei atau wawancara untuk mengumpulkan umpan
balik dari korban tentang pengalaman mereka dalam mendapatkan
layanan.

Tingkat kepuasan korban adalah ukuran seberapa puas individu terhadap
layanan yang diberikan, termasuk kualitas dukungan psikologis, medis,
dan hukum. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa layanan
tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan korban.

5) Keberhasilan Proses Hukum
Evaluasi keberhasilan proses hukum dalam menangani kasus kekerasan
seksual juga penting untuk menilai efektivitas program. Ini mencakup
analisis mengenai berapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan, berapa
lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus, dan tingkat
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

6) Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Program-program penanganan kekerasan seksual juga harus dievaluasi
berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kesadaran masyarakat
tentang isu-isu kekerasan seksual. Ini dapat diukur melalui survei atau
studi tentang perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat sebelum dan
setelah kampanye kesadaran publik.

7) Kolaborasi Antar Lembaga

Efektivitas program juga dapat dilihat dari sejauh mana kolaborasi antara
lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS)
dalam penanganan kekerasan seksual. Kerja sama yang baik dapat
meningkatkan sumber daya dan dukungan bagi korban.

8) Penggunaan Data dan Statistik

Pengumpulan data dan statistik mengenai kasus kekerasan seksual
sebelum dan sesudah implementasi program juga merupakan indikator
penting dari efektivitas program. Data ini dapat mencakup jumlah kasus
yang dilaporkan, jenis kekerasan, serta demografi korban.

SIMPULAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa banyak
masalah masih menghambat penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif,
meskipun terjadi kemajuan dalam kerangka hukum. Landasan hukum yang lebih
kuat telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, tetapi banyak hal yang menghambat pelaksanaannya di
lapangan, seperti kekurangan sumber daya, kekurangan pelatihan penegak hukum,
dan stigma sosial yang melekat pada korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia, khususnya
setelah diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah
memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus
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kekerasan seksual. Namun, tingkat efektivitasnya masih terbatas akibat berbagai
kendala dalam implementasi.

1. Kendala dalam Implementasi Hambatan yang dihadapi mencakup:

a. Stigma Sosial terhadap Korban: Banyak korban enggan melaporkan
kasus akibat takut dihakimi atau dipersalahkan oleh masyarakat.

b. Keterbatasan Sumber Daya: Terbatasnya anggaran, personel, dan fasilitas
pendukung untuk menangani jumlah laporan kekerasan seksual yang
meningkat.

C. Kesadaran Hukum yang Rendah: Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban yang dilindungi oleh
undang-undang.

2. Peran Aparat Penegak Hukum
Meskipun peran aparat penegak hukum sudah menunjukkan kemajuan dalam
penanganan kasus kekerasan seksual, masih terdapat kesenjangan dalam
penerapan prosedur yang sensitif terhadap kondisi korban. Kurangnya
pelatihan dan pemahaman terkait sensitivitas gender menjadi faktor
penghambat.

3. Perlindungan Korban

Pendekatan berbasis korban yang diusung oleh UU TPKS masih belum
optimal. Banyak korban yang tidak mendapatkan dukungan psikologis,
rehabilitasi, dan akses terhadap kompensasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
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